KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 267/PL.03.2-Kpt/ 1272 /KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang

Mengingat

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (2)
huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Partisipasi
Masyarakat dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk Pemantauan
Pemilihan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Tentang
Penetapan Pemantau Pemilihan Dalam negeri pada
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar

Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang
Penetapan Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

2. Undang-Undang ...



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015
tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor ...



Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1385);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1249);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193);

10. Peraturan ...



Memperhatikan:

Menetapkan

KESATU

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang
Pedoman Teknis Pendaftaran pemantau Pemilihan, dan
lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan
Cepat Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Pematangsiantar Nomor : 161/PP.03.2-BA/1272/KPU-
Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Pemantau Pemilihan
dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Pematangsiantar Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020.

Menetapkan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020,
sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini dan

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar

Pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya




Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar
267/PP.03.2-Kpt/ 1272 /KPU-Kot/XII/2020
Penetapan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Pematangsiantar Tahun 2020

Nomor
Tentang

DAFTAR PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020

Pada tanggal

No Nag; aml;:r:l:l?ga Alamat Kantor Alamat Email/No. Telpn
inbox@rumahkonstitusiindo
1 Yayasan Rumah %tlassg?lpg;?:tNo' 21 nesia
Konstitusi Indonesia Indonesia 061-42775110
. . J1. Saribu Dolok
Jaringan Demokrasi . 1
9 | Indonesia Sumatera Komplek Cahaya jadisumut@gmail.com
Keulian
Utara
J1. Rangu Raya No. 21 . .
) . pilkadawatch@gmail.com
3 | Pilkada Watch Cirene Depok 081380065993
Ditetapkan di Pematangsiantar

3 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
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